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Laporan Audit Mutu Internal Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Tujuan 

Audit Mutu Internal standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memastikan 

pemenuhan kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang mencakup standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat (17), isi pengabdian kepada masyarakat (18), proses 

pengabdian kepada masyarakat (19), penilaian pengabdian kepada masyarakat (20), 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (21), sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat (22), pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (23), dan pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (24). 

 

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun 2022) 

a. Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1 

- Mengesahkan peta jalan pengabdian prodi oleh fakultas 

- Mendokumentasikan hasil kontribusi prodi dalam penlaksanaan PKM dosen oleh 

tim adminstrasi prodi 

- Form evaluasi hasil pemanfaatan PKM dosen yang di buat oleh GPM 

 

b. Tindakan yang diambil 

Tindakan yang diambil Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam 

menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1 

- Mengesahkan peta jalan pengabdian prodi oleh fakultas  

- Mendokumentasikan hasil kontribusi prodi dalam penlaksanaan PKM dosen oleh tim 

adminstrasi prodi.  

- Form evaluasi hasil pemanfaatan  PKM dosen yang di buat oleh GPM 

c. Program kerja prodi 

(Sudah/belum unggah di SIMUTU) 

 

3. Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

Berikut adalah tabel hasil AMI berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Standar Pengabdian 

kepada Masyarakat (17-24) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-14 Nopember tahun 2023 

di Program Studi selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH). Hasil audit penelitian 

sebagai berikut: 

a. Prodi S1 Pendidikan Geografi  

Hasil audit PkM prodi S1 Pendidikan Geografi tidak ditemukan OB maupun KTS. 

 

b. Prodi S2 Pendidikan Geografi 

Hasil audit PkM prodi S2 Pendidikan Geografi tidak ditemukan OB maupun KTS 

 

c. Prodi S1 PPKn 

Hasil audit PkM prodi S1 PPKn tidak ditemukan OB maupun KTS 

 

d. Prodi S1 Pendidikan Sejarah 

Hasil audit PkM prodi S1 Pendidikan Sejarah tidak ditemukan OB maupun KTS 

 

e. Prodi S1 AN 

Hasil audit PkM prodi S1 AN tidak ditemukan OB maupun KTS  



 

f. Prodi S1 Sosiologi 

Tabel 1. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi Sosiologi 

No Uraian kegiatan 
Hasil 

Observasi 

Hasil 

KTS 
Keterangan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

2. Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

 

Hasil audit PkM prodi S1  Sosiologi adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut adalah: 

- Dosen diarahkan untuk menggunakan hasil PkM pada pembelajaran  

- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tendik dan mahasiswa 

setidaknya sejumlah dosen pada 3 tahun.  

 

g. Prodi S1 Ilmu Hukum 

Hasil audit PkM prodi S1 Ilmu Hukum tidak ditemukan OB maupun KTS  

 

h. Prodi S2 Ilmu Hukum 

Tabel 2. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S2 Ilmu Hukum 

No Uraian kegiatan 
Hasil 

Observasi 

Hasil 

KTS 
Keterangan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan 

peta jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

2. Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran. 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

3 Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

4 Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM 

di LPPM dan prodi yang mampu 

digunakan dalam menjamin mutu isi 

PkM 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

5 Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

6 Adanya dokumen penggunaan sarana 

dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

7 Adanya catatan keterlibatan prodi 

dalam pelaksanaaan kegiatan PkM 

sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM 

di prodi. 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

 
Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 7. Rencana tindak lanjut prodi adalah:  



- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM 

dosen dan mahasiswa 

- Dosen memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran 

- Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM  

- Menyusun dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM Prodi yang 

mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM 

- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan 

mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

- Prodi mencatat keterlibatan prodi dalam pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan 

kegiatan PkM di prodi. 

 

i. Prodi S1 PIPS 

Tabel 3. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 PIPS 
 

No Uraian kegiatan 
Hasil 

Observasi 

Hasil 

KTS 
Keterangan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapaian standar prodi dan 

peta jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

2. Adanya dokumen penggunaan sarana 

dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

 

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut prodi 

adalah: 

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM 

dosen dan mahasiswa 

- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

 

j. Prodi S2 PIPS 

k. Tabel 4. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 PIPS 

No Uraian kegiatan 
Hasil 

Observasi 

Hasil 

KTS 
Keterangan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

Hasil audit PkM prodi S2 PIPS tidak ditemukan KTS = 0 

 

l. Prodi S1 Ilmu Komunikasi 

Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 



m. Prodi S1 Ilmu Politik 

Tabel 5. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 Ilmu Politik 

No Uraian kegiatan 
Hasil 

Observasi 

Hasil 

KTS 
Keterangan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan 

peta jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

2. Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran. 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

3 Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

4 Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM 

di LPPM dan prodi yang mampu 

digunakan dalam menjamin mutu isi 

PkM 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

5 Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

6 Adanya dokumen penggunaan sarana 

dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

7 Adanya catatan keterlibatan prodi 

dalam pelaksanaaan kegiatan PkM 

sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM 

di prodi. 

 KTS Tidak 

memenuhi 

indikator dalam 

standar 

Semester genap 

2023/2024 

 
Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 7. Rencana tindak lanjut prodi adalah:  

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM 

dosen dan mahasiswa 

- Dosen memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran 

- Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM  

- Menyusun dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM Prodi yang 

mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM 

- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan 

mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

- Prodi mencatat keterlibatan prodi dalam pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan 

kegiatan PkM di prodi. 

 

Secara ringkas temuan per Prodi disajikan pada Tabel berikut:  

 

 

 

 

 

 



 

 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 
PERTANYAAN (INDIKATOR) 

S1 Pend. Geo S2 Pend. Geo PPKn 
Pendidikan 

Sejarah 
AN Sosiologi 

S1 Ilmu 

Hukum 

S2 Ilmu 

Hukum 
S1 PIPS S2 PIPS Ilkom Ilmu Politik 

ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  ADA TIDAK  

17.4 Prodi melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan 

ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan 

mahasiswa 
                                    

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran                                     

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan 

mahasiswa   
                                    

18.1 LPPM dan Prodi mempunyai 

peta jalan, standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu 

digunakan dalam menjamin mutu isi PkM 
                                    

19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa wajib 

diimplementasikan dalam industri dan 

pembelajaran di PT serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM 

dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 
                                   

22.4 Podi wajib memberikan 

dukungan fasilitas sarana dan 
prasarana jika LPPM telah 

memberikan ijin 

Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana 

kegiatan PkM di prodi 
                                    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaaan 

kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di 

prodi 
                                    

KTS 
  

0 0 0 0 0 2 0 7 2 0 0 7 

OB 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Target penyelesaian 
  

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Semester genap 
2023/2024 

Penanggungjawab 
  

Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod Koorprod 

 

 

 

 



 
4. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen 

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

Tanggal dan Tempat : Rabu, 27 Desember 2023,  bertempat di Gedung I8 Lt. 2 

Agenda RTM : 1. RTM hasil audit Penelitian dan PKM 

Peserta RTM : 1. Pimpinan Dekanat  

2. Kalab Pendidikan dan Non Pendidikan 

3. Koorprod S1 Pendidikan Geografi 

4. Koorprod S2 Pendidikan Geografi 

5. Koorprod S1 PPkN 

6. Koorprod S1 Pendidikan Sejarah 

7. Koorprod S1 AN 

8. Koorprod Sosiologi 

9. Koorprod S1 Ilmu Hukum 

10. Koorprod S2 Ilmu Hukum 

11. Koorprod S1 PIPS 

12. Koorprod S2 PIPS 

13. Koorprod S1 Ilmu Komunikasi 

14. Koorprod S1 Ilmu Politik 

15. GPM 

 

Pengendalian  temuan KTS disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N o .   P e r m a s a l a h a n  A k a r  P e n y e b a b  A k i b a t  m a s a l a h  P e n y e l e s a i a n  m a s a l a h  
R e n c a n a  p e n y e l e s a i a n  

m a s a l a h  
P e n a n g g u n g j a w a b  

1  

P r o d i  m e n g a n a l i s i s  h a s i l  k e g i a t a n  

P k M  d e n g a n  k e t e r c a p a i a n  s t a n d a r  

p r o d i  d a n  p e t a  j a l a n  P k M  d o s e n  d a n  

m a h a s i s w a  

P r o d i  t i d a k  m e n g a n a l i s i s  h a s i l  

k e g i a t a n  P k M  d e n g a n  k e t e r c a p a i a n  

s t a n d a r  p r o d i  d a n  p e t a  j a l a n  P k M  

d o s e n  d a n  m a h a s i s w a  

T i d a k  a d a  h a s i l  k e g i a t a n  P k M  

d e n g a n  k e t e r c a p a i a n  s t a n d a r  

p r o d i  d a n  p e t a  j a l a n  P k M  

d o s e n  d a n  m a h a s i s w a  

P r o d i  m e n g a n a l i s i s  h a s i l  k e g i a t a n  P k M  

d e n g a n  k e t e r c a p a i a n  s t a n d a r  p r o d i  d a n  p e t a  

j a l a n  P k M  d o s e n  d a n  m a h a s i s w a  

s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

2  
L e b i h  d a r i  2 5 %  h a s i l  P k M  

d i g u n a k a n  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  

D o s e n  b e l u m  t a h u  j i k a  h a s i l  P k M  

h a r u s  d i g u n a k a n  d a l a m  

p e m b e l a j a r a n  

H a s i l  P k M  y a n g  d i g u n a k a n  

d a l a m  p e m b e l a j a r a n  k u r a n g  

d a r i  2 5 %  

S e m u a  h a s i l  P k M  d i g u n a k a n  d a l a m  

p e m b e l a j a r a n  
s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

3  
A d a  l e b i h  d a r i  2 5 %  h a s i l  P k M  y a n g  

m e l i b a t k a n  m a h a s i s w a    
D o s e n  t i d a k  t a h u  a c u a n  i n i  

P k M  y a n g  m e l i b a t k a n  

m a h a s i s w a   k u r a n g  d a r i  2 5 %  
P e l i b a t a n  m a h a s i s w a  d a l a m  P k M   s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

4  

A d a  d o k u m e n  k e b i j a k a n  p e t a  j a l a n ,  

s t a n d a r  d a n  p e d o m a n  p e l a k s a n a a n  

P k M  d i  L P P M  d a n  p r o d i  y a n g  

m a m p u  d i g u n a k a n  d a l a m  m e n j a m i n  

m u t u  i s i  P k M  

P r o d i  b e l u m  m e n y u s u n  d o k u m e n  

i n i  

T i d a k  a d a  d o k u m e n  

k e b i j a k a n  p e t a  j a l a n ,  s t a n d a r  

d a n  p e d o m a n  p e l a k s a n a a n  

P k M  d i  L P P M  d a n  p r o d i  

y a n g  m a m p u  d i g u n a k a n  

d a l a m  m e n j a m i n  m u t u  i s i  

P k M  

P e n y u s u n a n  d o k u m e n  k e b i j a k a n  p e t a  j a l a n ,  

s t a n d a r  d a n  p e d o m a n  p e l a k s a n a a n  P k M  d i  

L P P M  d a n  p r o d i  y a n g  m a m p u  d i g u n a k a n  

d a l a m  m e n j a m i n  m u t u  i s i  P k M  

s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

5  

A d a n y a  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  d a r i  

h a s i l  k e g i a t a n  P k M  d o s e n ,  t e n a g a  

p e n d i d i k a n  d a n  m a h a s i s w a  

s e t i d a k n y a  s e j u m l a h  d o s e n  p a d a  t i g a  

t a h u n  

P r o d i  b e l u m  m e l a k u k a n  P K M  

y a n g  h a s i l n y a  b i s a  d i g u n a k a n  

d a l a m  

p e m b e l a j a r a n  

B e l u m  a d a  h a s i l  P K M  y a n g  

d i g u n a k a n  d a l a m  

p e m b e l a j a r a n  

P e n g a d a a n  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  d a r i  h a s i l  

k e g i a t a n  P k M  d o s e n ,  t e n a g a  p e n d i d i k a n  d a n  

m a h a s i s w a  s e t i d a k n y a  s e j u m l a h  d o s e n  p a d a  

t i g a  t a h u n  

s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

6  

A d a n y a  d o k u m e n  p e n g g u n a a n  

s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  k e g i a t a n  P k M  

d i  p r o d i  

B e l u m  m e n y u s u n  d o k u m e n  

p e n g g u n a a n  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  

k e g i a t a n  P k M  d i  p r o d i  

t i d a k  a d a  d o k u m e n t a s i  

d o k u m e n  p e n g g u n a a n  s a r a n a  

d a n  p r a s a r a n a  k e g i a t a n  P k M  

d i  p r o d i  

P e n y u s u n a n  d o k u m e n  p e n g g u n a a n  s a r a n a  d a n  

p r a s a r a n a  k e g i a t a n  P k M  d i  p r o d i  
s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  

7  

A d a n y a  c a t a t a n  k e t e r l i b a t a n  p r o d i  

d a l a m  p e l a k s a n a a a n  k e g i a t a n  P k M  

s e s u a i  d e n g a n  p e t a  j a l a n  k e g i a t a n  

P k M  d i  p r o d i  

C a t a t a n  k e t e r l i b a t a n  p r o d i  d a l a m  

p e l a k s a n a a a n  k e g i a t a n  P k M  s e s u a i  

d e n g a n  p e t a  j a l a n  k e g i a t a n  P k M  d i  

p r o d i  

T i d a k  a d a   c a t a t a n  

k e t e r l i b a t a n  p r o d i  d a l a m  

p e l a k s a n a a a n  k e g i a t a n  P k M  

s e s u a i  d e n g a n  p e t a  j a l a n  

k e g i a t a n  P k M  d i  p r o d i  

D o k u m e n t a s i  k e t e r l i b a t a n  p r o d i  d a l a m  

p e l a k s a n a a a n  k e g i a t a n  P k M  s e s u a i  d e n g a n  p e t a  

j a l a n  k e g i a t a n  P k M   

s e m e s t e r  g e n a p  2 0 2 3 / 2 0 2 4  K o o r p r o d  



Kesimpulan RTM: 

Kesimpulan RTM audit Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut: 

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan 

PkM dosen dan mahasiswa 

- Semua hasil PkM digunakan dalam pembelajaran 

- Pelibatan mahasiswa dalam PkM  

- Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM 

- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan 

mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

- Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai dengan peta 

jalan kegiatan PkM 
 

 
5. Peningkatan dan Tindak Lanjut (Lampiran RTL) 

Berdasarkan kesimpulan maka peningkatan dan tindak lanjut adalah sebagai berikut: 

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan 

PkM  

- Semua hasil PkM digunakan dalam pembelajaran 

- Pelibatan mahasiswa dalam PkM  

- Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan yang mampu digunakan dalam menjamin 

mutu isi PkM dan mensahkan dengan SK 

- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi 

- Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaaan kegiatan PkM  

 
Lampiran: 

 
1. Undangan RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian 

2. Daftar Hadir RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian 

3. Dokumentasi Kegiatan 

4. ST audit PKM dan Penelitian 

5. Instrumen Hasil AMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Form 1, Form 4 dan 

Form 5 yang telah tertandatangan Auditor dan Auditee) FISH 
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Gambar 1. Pemaparan hasil audit PkM 

Gambar 2. Diskusi RTL hasil audit PkM 

Gambar 3. Diskusi temuan hasil audit PkM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diskusi RTL hasil audit PkM 

Gambar 5. Diskusi RTL hasil audit PkM 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 
masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/page/pengabdian-

kepada-masyarakat 

 

 

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/page/modul-buku-ajar 

 

 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

√  https://ejournal.unesa.ac.

id/index.php/swara-

bhumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo.fish.unesa.ac.id/page/pengabdian-kepada-masyarakat
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/pengabdian-kepada-masyarakat
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/pengabdian-kepada-masyarakat
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/page/roadmap-

penelitian-dan-pkm 

 

 

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

 Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

    

https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
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masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

 Adanya peningkatan pencapaian hak 
kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 

    

 

 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

 pelayanan kepada masyarakat;  

 penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

 peningkatan kapasitas masyarakat; 
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 pemberdayaan  masyarakat 

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

 Proses pelaksanaan PkM hendaknya 
memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/page/modul-buku-ajar 

 

 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 

    

 

https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 
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pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 
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sebagaimana 
dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 
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guna mendukung 
keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

perguruan tinggi dan area sasaran 
kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

    

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/post/pengabdian-

kepada-masyarakat-

pkm-bersama-mgmp-

geografi-kota-surabaya 

 

 

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

√  https://geo.fish.unesa.ac.

id/page/roadmap-

penelitian-dan-pkm 

 

 

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 

    

 

 

 

 

https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya
https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya
https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya
https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya
https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan. 

 

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 
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3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 
dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai  

 

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 
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kesejahteraan umum serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM 

 

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    



Form 1 
 

BPM 2023 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 
luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  
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pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 
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24.8 LPPM memiliki 
rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 
melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 

    

 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, November 2023 

Auditor          :  M. Ali Masnun   

Auditi             : Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si   



FORM 4 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si. Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I4.1.2  14 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

 M. Ali Masnun  

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1   

2   

dst   

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. Nugroho 

Hari Purnomo, 

M.Si. 

 

 

Ketua 

Auditor  

M. Ali Masnun  

 



Form 1 
 

BPM 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq  15 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. 

2. 

M. Ali Masnun 1. 

2. 

    

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  



Form 1 
 

BPM 2023 

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 
masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

√  Ada dokumen analisis 

hasil kegiatan PkM 

 

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

√    

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

√  Pelibatan mahasiswa 

sebagai peserta PKM, 

karena sasaran PKM 

rata-rata adalah guru. 

Sementara untuk profil 

mahasiswa S2 

Pendidikan Geografi 

mayoritas adalah guru 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

√  Ada dokumen peta jalan 

PkM 

 

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

 Adanya peningkatan manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 
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pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

respon pengguna 

 Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 

    

 

 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

 pelayanan kepada masyarakat;  

 penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  
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 peningkatan kapasitas masyarakat; 

 pemberdayaan  masyarakat 

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

 Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

√    

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 

    



Form 1 
 

BPM 2023 

 

 

 

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 
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dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 
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sebagaimana 
dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 
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guna mendukung 
keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

perguruan tinggi dan area sasaran 
kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

    

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

√    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

√    

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan. 

 

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai  

 

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 
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Unit Pengelola PkM 
yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

sesuai dengan OTK. 

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas 

dengan ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 
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pelaksana PkM dengan mengacu pada 
standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program PkM 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM 

 

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 
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pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi Adanya pengelolaan manajemen dan     
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wajib mengatur 
mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 
tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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dalam 1 tahun, baik 
dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 15 November 2023 

Auditor          :  M. Ali Masnun    

Auditi             : Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.   
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

untuk  menghasilkan 

suatu karya prototipe 

industri 

hasil kegiatan PkM 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

v  terlampir  

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

v  Terlampir (ppt 

perkuliahan) 

Sebagai referensi 

dalam 

pembelajaran, misal 

dalam mata kuliah: 

Pendidikan 

Kesadaran Hukum, 

Pendidikan anti 

korupsi, studi 

masyarakat 

Indonesia 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

v  Lampiran nama-nama 

mahasiswa 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

v  terlampir  

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    



Form 1 
 

BPM 2023 

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 

    

 

 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  
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• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

v  terlampir  

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 
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pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 

    

 

 

 

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  
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c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 

    

 

 

 

 

 

 



Form 1 
 

BPM 2023 

 

 

 

 

 

 

 

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 
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masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 
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22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

    

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

v  Tidak ada bukti 

pendukung 

PKM tentang 

kesadaran gender 

pada anak SMP, 

menggunakan 

ruang seminar 

Prodi PPKN 

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

v  Terlampir (laporan 

penelitian) 

 

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 
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evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   
23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 
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pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 
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pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   
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pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 
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masyarakat pada setiap 

tahun 

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 

    

 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 13 November 2023 

Auditor          :  Putri Aisyiyah Rachma Dewi   

 

 

Auditi             : Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP  
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

R. Korprodi PPKN, i5 FISH  13 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

 Putri Aisyiyah R.D  

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1 Tidak ada temuan  

2   

dst   

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Maya Mustika 

Kartika Sari, 

S.Sos., M.IP 

 

 

Ketua 

Auditor  

Putri Aisyiyah R.D  
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
SATUAN PENJAMINAN MUTU 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

R. Korprodi PPKN, i1 FISH  13 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

- Putri Aisyiyah RD - 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

 

Deskripsi Temuan Tidak ada temuan 

Kriteria - 

Akar Penyebab - 

Akibat - 

Rekomendasi - 

Tanggapan Auditi - 

Rencana Perbaikan - 

Jadwal Perbaikan  

 

- Penanggung 

Jawab 

 

Rencana Pencegahan - 

Jadwal Pencegahan 

 

- Penanggung 

Jawab 

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Maya Mustika 

Kartika Sari, 

S.Sos., M.IP 

Tanda Tangan 

 
 

Ketua 

Auditor  

Putri Aisyiyah R.D, 

S.Sos., 

M.Med.Kom 

Tanda Tangan 
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 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01.06  10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. 

2. 

 1. 

2. 

    

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

v   Dokumen menyusul 

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

v   Dokumen menyusul 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

v   Dokumen menyusul 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

v   Dokumen menyusul 

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

 Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

 Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

 pelayanan kepada masyarakat;  

 penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

 peningkatan kapasitas masyarakat; 

 pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

 Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

v   Dokumen menyusul 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 
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rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

v  Laboratorium  

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

v   Dokumen menyusul 

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan. 

 

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai  

 

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 
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23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas 

dengan ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 
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kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program PkM 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM 

 

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 
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dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

pengabdian kepada masyarakat   

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 
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proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 10 November 2023 

Auditor          :  …………………………………………………    

Auditi             : Dr. Wisnu,M,Hum.   



FORM 4 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

Dr. Wisnu, M.Hum. Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01.06 S1 Pend Sejarah 10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

 Dr Rr Nanik Setyowati, M.Si  

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1 -  

2 -  

dst -  

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. 

Wisnu,M.Hum. 

           

Ketua 

Auditor  

Dr. Rr Nanik 

Setyowati, M.Si  

 



FORM 5 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
SATUAN PENJAMINAN MUTU 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

Dr. Wisnu,M.Hum. Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01.06 S1 Pend Sejarah 10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

 Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si - 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

 

Deskripsi Temuan - 

Kriteria  

Akar Penyebab - 

Akibat - 

Rekomendasi - 

Tanggapan Auditi - 

Rencana Perbaikan  

Jadwal Perbaikan  

 

- Penanggung 

Jawab 

 

Rencana Pencegahan  

Jadwal Pencegahan 

 

- Penanggung 

Jawab 

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr.Wisnu,M.Hum

. 

 

Ketua 

Auditor  

Dr. Rr Nanik 

Setyowati, M.Si 

Tanda Tangan 

 

 



Form 1 
 

BPM 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

S1 IAN  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

   

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. 

2. 

 1. 

2. 

    

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  



Form 1 
 

BPM 2023 

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

    

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 
    

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   
    
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

    

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

    

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 
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e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 
    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

    

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  
2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 
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23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 
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masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   
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pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 
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pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 7 Nopember 2023 

Auditor          :  Muzayanah    

Auditi             : Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP    
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

    

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01. 04 Prodi S1 Sosiologi 10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si 

Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A 

 

Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si  

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

teknologi. satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

suatu karya prototipe 

industri 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 

    

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

v  Peta jalan penelitian dan 

PKM Prodi Sosiologi 

2010 - 2025 

 

Lebih dari 25% hasil PKM digunakan 

dalam pembelajaran 

 v  Akan dilaksanakan 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang v  Cover PKM 2023  
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

melibatkan mahasiswa   

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

v  Peta jalan penelitian dan 

PKM Prodi Sosiologi 

2010 - 2025 

 

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

 Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

 Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah     
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pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

 pelayanan kepada masyarakat;  

 penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

 peningkatan kapasitas masyarakat; 

 pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

 Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PKM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 v   Akan dilaksankan 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

v    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

v   Masih sebatas 

pembagian jumlah 

kelompok. 

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 

    

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 10 November 2023 

Auditor          :  Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si   

 

  

Auditi             : Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si.          
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

 Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01. 04 S1 Sosiologi 10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si 

2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A 

Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si - 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1. Belum ada  hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran KTS 

2. Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PKM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

KTS 

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. Agus 

Machfud Fauzi, 

M.Si 

 

 

Ketua 

Auditor  

Dr. Rr. Nanik 

Setyowati, M.Si 
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
SATUAN PENJAMINAN MUTU 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

 Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I7.01. 04 S1 Sosiologi 10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si 

2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A 

Dr. Rr. Nanik Setyowati, 

M.Si 

- 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

 

Deskripsi Temuan Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran dan Belum 

adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PKM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

terakhir 

Kriteria KTS 

Akar Penyebab Prodi belum melakukan PKM yang hasilnya bisa digunakan dalam 

pembelajaran dan yang melibatkan dosen dalam 3 tahun terakhir. 

Akibat Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran dan melibatkan 

dosen dalam 3 tahun terakhir 

Rekomendasi Segera melakukan rapat evaluasi 

Tanggapan Auditi Segera melakukan rapat evaluasi 

Rencana Perbaikan  

Jadwal Perbaikan  

 

Semester Genap 2023/2024 Penanggung 

Jawab 

Dr. Agus Machfud 

Fauzi, M.Si 

Rencana Pencegahan  

Jadwal Pencegahan 

 

Semester Genap 2023/2024 Penanggung 

Jawab 

Dr. Agus Machfud 

Fauzi, M.Si 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

 Dr. Agus 

Machfud Fauzi, 

M.Si  

Tanda Tangan 

 

 

 

Ketua 

Auditor  

 Dr. Rr. Nanik 

Setyowati, M.Si  

Tanda Tangan 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

    

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

Prodi S1 Ilmu Hukum  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

  10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. 

2. 

Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si. 1. 

2. 

    

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

teknologi. satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

suatu karya prototipe 

industri 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 

    

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

  Roadmap PKM  Kegiatan PKM 

disusun 

berdasarkan 

kebutuhan dari 

masyarakat dan 

menyesuaikan 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

dengan peta jalan 

PKM, untuk tingkat 

mahasiswa terdapat 

kegiatan yang 

bernama 

Law For Dedication 

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 
  RPS dan Buku Saku Sebagian 

pengalaman dan 

data yang diperoleh 

ketika PKM 

dimasukan kedalam 

materi 

pembelajaran.  

Terdapat salah satu 

kegiatan PKM yang 

memiliki output 

buku saku, dan 

buku saku tersebut 

digunakan dalam 

pembelajaran di 

dalam kelas. 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   
   Semua Kelompok 

PKM di tingkat 

prodi melibatkan 

mahasiswa, rata-

rata melibatkan 2 

mahasiswa. 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

  Peta Jalan PKM   

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 
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Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

   Diberikan dengan 

memberikan 

persoalan di 

lapangan untuk 

menjadi topik  

dalam pembelajaran 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 
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rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 
  Surat pengajuan 

peminjaman sarana dan 

prasarana (Mic, LCD, 

dan Kamera) 

 

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

  Surat Permohonan 

Perizinan 

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana, 

Pengajuan 

Perizinan untuk 

kegiatan di luar 

Kampus, Audiensi 

Prodi dengan Pihak 

penerima PKM 

lokasi.  

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian 

dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang 

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

dan pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan 

evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai 

dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik 

antara LPPM dengan Pusat Pengembangan 

sebagai unit kerja pendukung 
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Masyarakat 

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang merupakan 

RENSTRA universitas dengan ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian  

PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil 

PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau 

fungsi PkM dalam menjalankan program 

PkM secara berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana 

PkM dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau 

fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program PkM paling 

sedikit melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi 

dan ditindaklanjuti 

    

 

  



Form 1 
 

BPM 2023 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan 

PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme 

pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari masyarakat 
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masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan 

kapasitas pengelola dengan tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada masyarakat 

yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki 

laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan 

tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai memilki laporan 

hasil audit oleh satuan pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi Ada laporan respon pengguna tentang layanan     
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melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

pendanaan kegiatan pembiayaan secara 

berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun 

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan 

mahasiswa ≥ 25% di setiap prodi 

    

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 10 November 2023 

Auditor          :  Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.   

Auditi             : Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.    
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Galih W. Pradana, 

S.A.P., M.Si. 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

    

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 BADAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

S2 Ilmu Hukum  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

  10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.  

    

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

teknologi. a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

suatu karya prototipe 

industri 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 

    

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 
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35% setiap tahun. 

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 

    

 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  
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 • penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 
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serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 

    

 

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 
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d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 

    

 

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 
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Proposal PkM Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 

    

 

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL DOKUMEN CATATAN 
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MUTU/ACUAN OBSERVASI KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

    

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 
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telah memberikan ijin 2023) 

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

 √ - S2 Ilmu Hukum 

tergolong sebagai 

program studi yang 

baru berdiri (Mei 

2023) 

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 

    

 

 

 

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 
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3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   
23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas 

dengan ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  
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b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program PkM 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

  

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 
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masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  
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pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang     
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rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 10 November 2023 

Auditor          :  Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.    

Auditi             : Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. 
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10 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Galih W. Pradana, S.A.P., 

M.Si. 

 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1 Prodi belum menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar 

prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa 
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2 Belum ada lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran  KTS 

3 Belum ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa   KTS 
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5 Belum ada kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 
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6 Belum Ada dokumen pengunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi KTS 
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sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 
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S.H., M.H. 
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Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

 

Deskripsi Temuan Prodi belum menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar 

prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa 

Kriteria KTS 

Akar Penyebab S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023) 

Akibat Standar Prodi belum tercapai  

Rekomendasi Segera melakukan rapat evaluasi 

Tanggapan Auditi Segera melakukan rapat evaluasi 

Rencana Perbaikan Akhir Semester Genap 2023/2024 

Jadwal Perbaikan  
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2023/2024 
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Jawab 

Koorprodi 
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Pimpinan 

Auditi 
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Kriteria KTS 

Akar Penyebab S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023) 

Akibat Hasil PKM belum digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran 

Rekomendasi Segera melakukan rapat evaluasi 

Tanggapan Auditi Segera melakukan rapat evaluasi 

Rencana Perbaikan Akhir Semester Genap 2023/2024 

Jadwal Perbaikan  
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2023/2024 
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Jawab 

Koorprodi 
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 Penanggung 

Jawab 
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Pimpinan 

Auditi 
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S.H., M.H. 
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Akibat Mahasiswa minim pengalaman PKM 
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Jadwal Perbaikan  
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2023/2024 
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pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 
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Deskripsi Temuan Belum Ada dokumen pengunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di 

prodi 

Kriteria KTS 

Akar Penyebab S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023) 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 v Tidak ada  

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

v  Buku-buku hasil PKM 

sebagai referensi kuliah 

 

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

v  Lampiran nama-nama 

mahasiswa 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

v  terlampir  

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

v  Terlampir (buku-buku 

yang telah memiliki 

HAKI) 

 

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 
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e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

 v Tidak ada   

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

v  Dokumentasi PKM  

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 
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23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 
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masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   
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pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 
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pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 13 November 2023 

Auditor          :  Putri Aisyiyah Rachma Dewi   

 

 

Auditi             : Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd    



FORM 4 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

R. Korprodi PIPS, i1 FISH  13 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

 Putri Aisyiyah R.D  

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Deskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1 Tidak ada hasil analisis kegiatan PKM oleh Prodi  KTS 

2 Belum ada dokumen penggunaan sarpras prodi untuk PKM OB 

dst   

 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. Nuansa 

Bayu Segara, 

S.Pd., M.Pd 

 

 

Ketua 

Auditor  

Putri Aisyiyah R.D  

 



FORM 5 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
SATUAN PENJAMINAN MUTU 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

R. Korprodi PIPS, i1 FISH  13 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

- Putri Aisyiyah RD - 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

 

Deskripsi Temuan 1. Tidak ada hasil analisis kegiatan PKM oleh Prodi 

2. Belum ada dokumen penggunaan sarpras prodi untuk PKM 

Kriteria 1. 17.4 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi, 

e. olahraga, 
f. sastra, dan seni 

    

 

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat. 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi 

memiliki kebijakan 

untuk menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

suatu karya prototipe 

industri 

     

 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

V  ada  

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 
V  ada  

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa 

V  ada  
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

V  ada  

 

 
18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada kebutuhan 

masyarakat 

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 
penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

 
18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 
• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual 35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 
masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

 

 
19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa: 

• pelayanan kepada masyarakat; 

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 
keamanan pelaksana, masyarakat, 
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 
    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 
    

 
 

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 
dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

 

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 
sejumlah dosen pada tiga tahun 

 V   

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 
industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

 

 

 

 

 
20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal 

Penilaian memenuhi 

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program; 

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 

    



Form 1 

BPM 2023 

 

 

 

 rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

    

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

21.1 LPPM memiliki 

pedoman tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, 

jadwal dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam 

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 
tahunnya. 

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 
pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

masyarakat, dan lingkungan     

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

V    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

V  ada  

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan. 

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan 
2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 
4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 
tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga Adanya sinergi yang terlembaga dengan     
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Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

 

 

 

 

 

 

 
23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan  RENSTRA  universitas 

dengan ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan  umum  serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan; 

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 
kepada masyarakat dalam 
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 menyelenggarakan program PkM 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan 

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah 

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

    

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK 

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM 

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 
dana internal untuk 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
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pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 
yang berlaku 

     

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 
dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

    

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai: 

a. perencanaan, 

b. pelaksanaan, 

c. pengendalian, pemantauan dan 

d. evaluasi, 

e. pelaporan, serta 

f. diseminasi hasil 

    

 

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur pembiayaan yang meliputi: 

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri  atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 
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 pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan 

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 
Surabaya, …………… 

 

Auditor : Septina Alrianingrum, SS, M.Pd 
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Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I.7.01.01 PKM  

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si Septina Alrianingrum, SS, 

M.Pd 

 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 

Diskripsi Kondisi Kategori  

(OB / 

KTS) 

1 Tidak ada dokumen kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, 

tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun 

KTS 

2 -  

dst   
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Pimpinan 

Auditi 

Dr. Agus 

Suprijono, S.Pd, 

M.Si 
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Septina 

Alrianingrum, SS, 

M.Pd 

 

 



FORM 5 

BPM 2023 1 |  
 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
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Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

S2 PIPS Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 
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Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si Septina Alrianingrum, SS, 

M.Pd 

- 
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Deskripsi Temuan Tidak ada dokumen kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, 

tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga 

tahun 

Kriteria KTS 

Akar Penyebab Belum teradministrasi dengan baik dokumen digital ataupun dokumen fisik 

Akibat Berkas dokumen tercecer di hasil kegiatan para dosen 

Rekomendasi Meminta ulang kepada para dosen yang bersangkutan 

Tanggapan Auditi Siap mendata dan meminta berkas dokumennya 

Rencana Perbaikan Februari 2024 

Jadwal Perbaikan  

 

Februari  2024 Penanggung 

Jawab 

Koorprodi S2 PIPS 

Rencana Pencegahan Membuat folder hasil kegiatan 

Jadwal Pencegahan 

 

Juni 2024 Penanggung 

Jawab 

Koorprodi S2 PIPS 

Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. Agus 

Suprijono, S.Pd, 

M.Si 

Tanda Tangan 

 

 

 

Ketua 

Auditor  

Septina 

Alrianingrum, SS, 

M.Pd 

Tanda Tangan 
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Auditi Tahap Audit 

S1 Ilmu Komunikasi  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj  8 September 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom. Muzayanah 1. 

2. 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

    

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 
    

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   
    
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

    

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

    

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 
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e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

a. kualifikasi 

akademik; dan 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 

    

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 
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b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen penggunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 
    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

    

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  
2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    



Form 1 
 

BPM 2023 

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 
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masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   
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pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 
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pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, * September 2023 

Auditor          :  Muzayanah  

Auditi             : Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom. 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

lebih dari 17% 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% 

c) pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan lebih dari 25% 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

Adanya lebih dari 7 karya prototipe per 

tahun yang dapat digunakan industri dari 

hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

suatu karya prototipe 

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

 V   

Lebih dari 25% hasil PkM digunakan 

dalam pembelajaran 

 V   

Ada lebih dari 25% hasil PkM yang 

melibatkan mahasiswa   

 V   
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

 V 

 

  

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi peta map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 

masyarakat di PT 
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3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

• pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

• Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  
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memenuhi standar 

yang ditetapkan 

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

berkesinambungan  

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

 V   

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

 v   

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

 v   
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e. teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 
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5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, 
pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan wilayah, inovasi 

dan alih teknologi, solusi persoalan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 
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a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Hasil PkM dikembangkan sesuai 

kualifikasi akademik, dilakukan tindak 

lanjut, mengintegrasikan hasil pada 

pembelajaran dan dipublikasikan 

sekurangnya melalui seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 

    

21.3 Dalam 

melaksanakan PkM, 

DTPS melibatkan 

mahasiswa PS 

Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan 

mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya SOP yang mengatur peningkatan 

layanan fasilitas  sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses PkM dalam  

rangka memenuhi hasil PkM 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan 

kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 
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diadakan setiap 

tahunnya.  

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 

masyarakat, dan lingkungan 

    

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen pengunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

 V   

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi 

 V   

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survei kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survei kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

1. Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan 

a. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

b. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti 

c. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  

2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 

3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi 

4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 
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Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

23.3 Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Adanya sinergi yang terlembaga dengan 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

    

23.4 LPPM memiliki 

kebijakan tertulis 

pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua 

prodi) tentang 

pengabdian kepada 

masyarakat (renstra, 

pembuatan peta jalan 

PkM, dan pelaksana 

PkM di PT atau UPPS) 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA universitas dengan 

ketentuan 

a. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

c. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 
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d. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

e. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan 

program PkM paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan  

pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau 

Koorprodi) tentang PkM, dan telah  

disosialisasikan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan ditindaklanjuti 

8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan PkM  

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan PkM 
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disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

   

 

 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:   

a. perencanaan,  

b. pelaksanaan,  

c. pengendalian, pemantauan dan  

d. evaluasi,  

e. pelaporan, serta  

f. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 
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dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

    

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara berkelanjutan dan konsisten pada 

setiap tahun 

    

24.8 LPPM memiliki 

rekapitulasi kegiatan 

PkM yang relevan 

dengan bidang 

keahlian program 

studi minimal 1 kali 

dalam 1 tahun, baik 

dengan pembiayaan 

Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang 

melibatkan mahasiswa ≥ 25% di setiap 

prodi 
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PT/mandiri, 

pembiayaan dalam 

negeri, maupun 

pembiayaan luar 

 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, 20 November 2023 

Auditor          :  Septina Alrianingrum, SS, M.Pd   

Auditi             : Dr. Moch. Mubarok Muharram, S.IP, M.IP      
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 No : KKA-S……-01 

 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Ringkasan Kondisi Audit 

   

Auditi Kriteria 

S2 PIPS Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

I.5.01.01 PKM 20 November 2023 

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

Dr. Moch. Mubarok Muharram, 

S.IP, M.IP 

Septina Alrianingrum, SS, 

M.Pd 

 

Distribusi Auditi  Auditor  BPM  Arsip  

No 

Kondisi 
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Tempat Persetujuan 

Pimpinan 

Auditi 

Dr. Moch. 

Mubarok 

Muharram, 

S.IP, M.IP 
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Auditor  

Septina 

Alrianingrum, SS, 
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

No : KKA-S……-01 
SATUAN PENJAMINAN MUTU 

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 

Deskripsi Temuan Audit 

   

Auditi Kriteria 

S1 Ilmu Politik Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat 17-24 

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 
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M.IP 
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Akar Penyebab S1 Ilmu Politik merupakan program studi baru yang dibuka mulai tahun 

ajaran baru semester gasal 2023/2024 
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M.Pd 
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1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
No. 9 – 16  – PKM- 

Rev02 SATUAN PENJAMINAN MUTU 

Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya  

AUDIT MUTU INTERNAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Auditi Tahap Audit 

  

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit 

   

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota 

1. 

2. 

 1. 

2. 

    

Distribusi Auditi  Auditor  LPPM  Arsip  



Form 1 
 

SPM 2022 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

17.1 LPPM memiliki 

panduan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Adanya panduan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

    

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang menerapkan 

mengamalkan, dan membudayakan salah 

satu aspek: 

a. pendidikan, 

b. ilmu pengetahuan, 

c. sains, 

d. teknologi,  

e. olahraga,  

f. sastra, dan seni 

    

17.2 LPPM 

mengupayakan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan 

untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi 

masyarakat.  

 

Adanya kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui: 

a) pemanfaatan teknologi tepat guna, 

dan 

b) pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan, sains, teknologi, 

olahraga, sastra, dan seni, 

pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan 

    

17.3 Perguruan Tinggi  

memiliki kebijakan 

untuk  menghasilkan 

suatu karya prototipe 

Adanya sekurang kurangnya 5 karya 

prototipe per tahun yang dapat digunakan 

industri dari hasil kegiatan PkM 
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STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

industri 

17.4 Prodi 

melaksanakan analisis 

hasil kegiatan PkM 

Prodi menganalisa hasil kegiatan PkM 

dengan ketercapain standar prodi dan peta 

jalan PkM dosen dan mahasiswa 

    

Ada pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap 

yang digunakan dalam pembelajaran 

sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam 

setiap tahun. 

    

Ada keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan PkM 
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2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

18.1 LPPM dan Prodi 

mempunyai peta jalan, 

standar dan pedoman 

pelaksanaan PkM 

Ada dokumen kebijakan peta jalan, 

standar dan pedoman pelaksanaan PkM di 

LPPM dan prodi yang mampu digunakan 

dalam menjamin mutu isi PkM 

    

18.2 LPPM 

mengupayakan Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat mengacu 

pada  kebutuhan 

masyarakat  

Ada peningkatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari hasil 

penelitian sebesar 30% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

mampu memecahkan masalah dan 

menerapkan teknologi tepat guna  sebesar 

35% setiap tahun 

    

Ada peningkatan jumlah PkM yang 

diterapkan langsung oleh DU/DI, 

masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 

35% setiap tahun. 

    

18.3 LPPM memiliki 

pedoman tentang Isi 

pengabdian kepada 

masyarakat memiliki 

kedalaman dan 

keluasan materi 

• Adanya peningkatan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 
respon pengguna 

• Adanya peningkatan pencapaian hak 

kekayaan intelektual  35% setiap tahun 

    

Adanya evaluasi road map tentang arah 

pengembangan dari isi pengabdian 
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masyarakat di PT 

 

 

 

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

19.1 LPPM memiliki 

panduan Proses 

pengabdian kepada 

masyarakat terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku 

Adanya pedoman yang memandu 

kesesuaian dengan Renstra Abdimas 

LPPM Unesa melalui tahapan: 

pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

pelaporan sesuai dengan buku panduan 

yang berlaku 

    

Adanya monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan 

buku panduan yang berlaku 

    

19.2 LPPM memiliki 

panduan Bentuk PkM 

yang dapat dilakukan  

 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berupa:  

• pelayanan kepada masyarakat;  

• penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, sastra, dan seni 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

• peningkatan kapasitas masyarakat; 

atau  

pemberdayaan  masyarakat 

    

19.3 LPPM memiliki • Proses pelaksanaan PkM hendaknya 

memenuhi standar mutu, keselamatan 
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panduan Proses 

pelaksanaan PkM 

memenuhi standar 

yang ditetapkan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat,  

lingkungan, dan melibatkan mahasiswa 

dari awal sampai akhir 

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM yang dikaji secara 

kontinyu. 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

berdasarkan standar yang ditetapkan 

    

19.4 LPPM memiliki 

panduan Proses PkM 

oleh mahasiswa yang 

terarah dan terevaluasi 

 

Proses PkM mahasiswa dilaksanakan 

secara terprogram dan terarah sesuai 

dengan buku panduan yang berlaku 

    

Adanya dokumen standar mutu 

pelaksanaan PkM  mahasiswa yang 

dikaji secara kontinyu 

    

Adanya monev pelaksanaan PkM 

mahasiswa berdasarkan standar yang 

ditetapkan 

    

19.5 Kegiatan PkM 

dosen, tenaga 

pendidikan dan 

mahasiswa wajib 

diimplementasikan 

dalam industri dan 

pembelajaran di PT 

serta diusahakan 

pengurusan haki paten 

Adanya kegiatan pembelajaran dari 

hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga 

pendidikan dan mahasiswa setidaknya 

sejumlah dosen pada tiga tahun 

    

Adanya penerapan implementasi proses 

hasil kegiatan Kegiatan PkM dosen, 

tenaga pendidikan dan mahasiswa pada 

industri yang sesuai dengan bidangnya 

    

Adanya kenaikan haki dan paten setiap 

tahun dengan jumlah 20% dari 

sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT 
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4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

20.1 LPPM memiliki 

pedoman Penilaian 

PkM yang dilakukan 

dengan prinsip 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan sesuai 

aturan yang berlaku 

Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan 

tahapan yang ditentukan: 

a) laporan kemajuan, 

b) monitoring dan evaluasi, 

c) seminar hasil 

    

20.2 LPPM melakukan 

Penilaian PkM 

mengacu pada kriteria 

minimal  

 

 

Penilaian memenuhi  

a. tingkat kepuasan masyarakat; 

b. terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program;  

c. dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, 

sastra, dan seni di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan 
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rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan 

20.3 LPPM melakukan 

evaluasi kegiatan 

penilaian hasil PkM 

dalam menjaga mutu 

proses kegiatan secara 

kontinyu 

Ada kegiatan evaluasi pada saat 

melakukan penilaian hasil PkM melalui 

instrumen yang sahih  dan akurat 

sehingga dapat didapatkan hasil 

evaluasi untuk peningkatan mutu 

kegiatan PkM 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form 1 
 

SPM 2022 

 

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

21.1 LPPM  memiliki 

pedoman  tentang 

kompetensi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PkM yang 

dilaksanakan setiap 

periode pengajuan 

Proposal PkM 

Tim Pelaksana wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan 

    

Pelaksanaan sesuai dengan sasaran,  

jadwal  dan lama pelaksanaan yang 

direncanakan 

    

Pelaksanaan dalam rangka 

pemanfaatan, pendayagunaan, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi. 

    

Pelaksanaan PkM memberikan 

konstribusi terhadap pengembangan 

wilayah, inovasi dan alih teknologi, 

solusi persoalan masyarakat, 

pengentasan kemiskinan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

    

21.2 Pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

sebagaimana 

dimaksud ditentukan 

berdasarkan: 

Adanya CV pengabdi yang memuat 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan 

    

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

dapat memantau dengan baik, terjadwal 

dan konsisten 
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a. kualifikasi 

akademik; dan 

b. hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

berdasarkan 

ketentuan yang 

berlaku  

 

Hasil pengabdian masyarakat 

dikembangkan sesuai kualifikasi 

akademik, dilakukan tindak lanjut, 

mengintegrasikan hasil pada pembelajaran 

dan dipublikasikan sekurangnya melalui 

seminar regional 

    

Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga 

dengan baik, ada dukungan kerjasana 

sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana 

PkM berprestasi 
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6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

22.1 Perguruan Tinggi 

Wajib memiliki 

kebijakan 

menyediakan fasilitas 

Sarana dan prasarana 

PkM memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun sesuai dengan 

Renstra 

Adanya POS dalam meningkatkan 

layanan fasilitas sarpras oleh lembaga 

yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

    

Adanya dokumen inventaris yang baik 

dan lengkap dalam memenuhi 

kebutuhan kegiatan PkM 

    

22.2 Perguruan Tinggi 

wajib memberikan ijin 

penggunaan fasilitas 

Sarana dan Prasarana 

guna mendukung 

keterlaksanaan 

Kegiatan PkM yang 

diadakan setiap 

tahunnya.  

Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk 

menggunakan fasilitas; 

a. terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan kegiatan 

penelitian 

    

22.3 Perguruan Tinggi 

wajib menjamin 

pemenuhan standar 

Sarana dan prasarana PkM memenuhi 

unsur keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan pengabdi, 
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pada Sarana dan 

prasarana sesuai aturan 

yang berlaku 

masyarakat, dan lingkungan 

22.4 Podi wajib 

memberikan dukungan 

fasilitas sarana dan 

prasarana jika LPPM 

telah memberikan ijin 

Adanya dokumen penggunaan sarana dan 

prasarana kegiatan PkM di prodi 

    

Adanya catatan keterlibatan prodi dalam 

pelaksanaaan kegiatan PkM sesuai 

dengan road map kegiatan PkM di prodi 

    

22.5 PT melakukan 

survey kepuasan 

pelanggan secara 

berkala 

Ada instrumen survey kepuasan 

pelanggan yang sahih 

    

Ada hasil analisis survey kepuasan 

pelanggan tentang fasilitas sarana dan 

prasarana 
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7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

23.1 Perguruan Tinggi 

memiliki kriteria 

minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan.  

a) Kegiatan PkM memiliki kriteria 

kesesuaian dengan. 

1. Renstra Abdimas LPPM Unesa 

2. Road map dengan PkM 

kemenristekdikti, 

3. Kriteria minimal pengelolaan PkM 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, dan 

pelaporan  
b) Adanya Surat Perintah Kerja (SPK), 

c) Adanya prosedur mutu, pemantauan, 

dan evaluasi,  

d) Adanya Laporan kegiatan yang sesuai   

    

23.2 Perguruan Tinggi 

Wajib membentuk 

Unit Pengelola PkM 

yang bertugas untuk 

melakukan 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahunnya 

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelola dengan baik 

sesuai dengan OTK. 

    

23.3 Lembaga Adanya sinergi yang terlembaga dengan     
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Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

wajib melakukan 

pengelolaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

baik antara LPPM dengan Pusat 

Pengembangan sebagai unit kerja 

pendukung 

Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 

memiliki RENSTRA PkM yang 

merupakan RENSTRA Perguruan Tinggi 

dengan ketentuan. 

1. Memiliki kriteria dan prosedur 

penilaian  PkM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

2. Peningkatan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara 

berkelanjutan;  

3. Memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana PkM dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM; 

4. Melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah dan jenis PkM; 

dan 

5. Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program PkM 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 
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8.  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STANDAR/BUTIR 

MUTU/ACUAN 

PERTANYAAN (INDIKATOR) HASIL 

OBSERVASI 

DOKUMEN CATATAN 

KHUSUS 

ADA TIDAK  

24.1 Perguruan Tinggi 

wajib menyediakan 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan  kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

disusun sesuai 

peraturan yang berlaku 

Adanya pedoman mekanisme pendanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat   

    

Adanya pelaksanaan penjaminan mutu 

mekanisme pendanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

    

24.2 Perguruan tinggi 

wajib menyediakan 

dana internal untuk 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berdasarkan peraturan 

yang berlaku 

Adanya RBA atau sumber dana lain yang 

mendukung keterlaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

    

24.3 Perguruan Tinggi 

dapat memberikan 

fasilitas Pendanaan 

pengabdian kepada 

Adanya sumber dana lain dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 
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masyarakat dapat 

bersumber dari 

DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain 

di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

24.4 Perguruan Tinggi 

mengalokasikan 

pendanaan khusus 

untuk kegiatan  

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

dialokasikan sesuai 

dengan panduan 

Adanya pengalokasian dana untuk 

membiayai:  perencanaan,  

a. pelaksanaan,  

b. pengendalian, pemantauan dan  

c. evaluasi,  

d. pelaporan, serta  

e. diseminasi hasil 

    

24.5 Perguruan Tinggi 

wajib mengatur 

mekanisme pendanaan 

dalam kegiatan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Adanya pengelolaan manajemen dan 

peningkatan kapasitas pengelola dengan 

tugas 

1) mengatur pengeluaran dana 

2) mengatur  pembiayaan yang meliputi:  

a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. peningkatan kapasitas pelaksana 

    

24.6 Perguruan Tinggi 

wajib melakukan 

pengawasan 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

Semua kegiatan PkM yang terdanai 

memiliki laporan kemajuan dan 

pertanggungjawaban kegiatan tentang 

penyerapan dana selama 70% dan 100% 

kegiatan 

    

Semua kegiatan PkM yang terdanai     
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masyarakat memilki laporan hasil audit oleh satuan 

pengawas internal 

24.7 Perguruan tinggi 

melaksanakan respon 

pengguna tentang 

pelayanan pendanaan 

kegiatan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap 

tahun 

Ada laporan respon pengguna tentang 

layanan pendanaan kegiatan pembiayaan 

secara kontinyu dan konsisten pada setiap 

tahun 

    

 

 

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung 

                       L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa) 

 

  Surabaya, …………… 

Auditor          :  …………………………………………………    

Auditi             : …………………………………………………    


